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ABSTRAK 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN REKAMAN  

CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI  

DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN 

 BERMOTOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 877/PID.B/2024/PN.PLG) 

 

MAWAR HIDAYATI 

 

Closed Circuit Television (CCTV) seringkali digunakan sebagai alat bukti yang 

sah dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan pidana. Penggunaan CCTV 

ini menjadi sangat penting dalam mendukung proses hukum di Indonesia, karena 

dapat memberikan bukti yang konkret dan akurat dalam setiap tahapan Hukum 

Acara Pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama bagaimana 

penerapan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti dalam 

pembuktian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi Putusan Nomor 

877/Pid.B/2024/PN.Plg)? dan yang kedua Apa saja kendala hakim terhadap 

rekaman Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti dalam pembuktian 

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi Putusan Nomor 

877/Pid.B/2024/PN.Plg)? Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris 

dengan pendekatan perundang-undangan serta studi lapangan melalui wawancara 

dengan hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekaman CCTV memiliki 

peran signifikan dalam mendukung proses pembuktian di pengadilan, asalkan 

memiliki standar hukum yang berlaku. Namun, terdapat kendala dalam 

penerapannya, seperti masalah integritas data dan prosedur pengumpulan yang 

harus dipertanggungjawabkan secara hukum. 

Kata Kunci : Penerapan, Rekaman, Closed Circuit Television (CCTV), Alat 

Bukti, Pencurian.  
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ABSTRACT 

 

JURIDICAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CLOSED CIRCUIT 

TELEVISION (CCTV) RECORDINGS AS EVIDENCE IN PROVING 

MOTOR VEHICLE THEFT CRIMINAL ACTS (CASE STUDY OF 

DECISION NUMBER 877/PID.B/2024/PN.PLG) 

 

MAWAR HIDAYATI 

 

Closed Circuit Television (CCTV) is often used as valid evidence in criminal 

investigations, prosecutions, and trials. The use of CCTV is very important in 

supporting the legal process in Indonesia, because it can provide concrete and 

accurate evidence in every stage of Criminal Procedure Law. The formulation of 

the problem in this study is first, how is the application of Closed Circuit 

Television (CCTV) recordings as evidence in proving the crime of motor vehicle 

theft (Study of Decision Number 877/ Pid.B /2024/PN.Plg)? and second, what are 

the obstacles of judges to Closed Circuit Television (CCTV) recordings as 

evidence in proving the crime of motor vehicle theft (Study of Decision Number 

877/Pid.B/2024/ PN.Plg)? This study uses an empirical normative method with a 

statutory approach and field studies through interviews with judges. The results of 

this study indicate that CCTV recordings have a significant role in supporting the 

evidence process in court, as long as they have applicable legal standards. 

However, there are obstacles in its application, such as data integrity issues and 

collection procedures that must be legally accounted for. 

Keywords : Implementation, Recording, Closed Circuit Television (CCTV), 

Evidence, Theft. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum, di mana 

segala tindakan negara dan masyarakat harus didasarkan pada aturan hukum yang 

berlaku. Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan 

memastikan kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum serta dalam 

pemerintahan. Semua warga negara diwajibkan untuk mematuhi hukum dan 

peraturan pemerintahan tanpa ada pengecualian. Hukum di Indonesia berfungsi 

untuk mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta untuk mencegah 

tindakan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Tujuan utama hukum 

bukan hanya untuk menindak perbuatan yang jelas-jelas melawan hukum, tetapi 

juga untuk mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi, serta 

memastikan bahwa setiap pejabat negara bertindak sesuai dengan ketentuan 

hukum yang ada. Sistem hukum ini menjadi wujud dari penegakan hukum yang 

konsisten dan adil di Indonesia.
1
 

 Hukum adalah seperangkat aturan yang berlaku dalam masyarakat untuk 

mengatur hubungan antar individu, baik yang  bersifat tradisional, seperti norma 

adat, maupun yang modern, berupa perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

negara. Secara alami, ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat  

dapat tercapai apabila ada pengawasan sosial yang efektif, baik yang tercatat 

                                                           
1
 Alfitri, “Prinsip-prinsip Negara Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia," Jakarta, Sinar 

Grafika, (2020), hlm 8. 
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dalam aturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Seiring berjalannya waktu, 

elemen-elemen pengawasan sosial ini akan mengalami perubahan, baik secara 

perlahan maupun cepat, mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. 

Pelaksanaan aturan hukum menjadi wujud nyata dari keinginan dan prinsip dasar 

hukum itu sendiri, yaitu untuk memastikan pengendalian sosial yang dapat 

menciptakan ketertiban dan keadilan. Oleh karena itu, hukum dan masyarakat 

harus saling menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi agar hukum tetap 

relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. 
2
 

 Dalam masyarakat yang sedang berkembang, peran hukum menjadi sangat 

penting. Karena masyarakat memerlukan adanya perubahan untuk menyesuaikan 

diri dengan perkembangan zaman. Untuk melakukan transformasi sosial, entitas 

pemerintah berusaha untuk memperkuat dampaknya pada populasi melalui 

berbagai mekanisme yang mereka miliki. Di antara mekanisme ini, seperti yang 

diartikulasikan oleh Roeslan Saleh, adalah hukum pidana. Dalam konteks ini, 

hukum pidana dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang komprehensif dalam 

kerangka peraturan yang selaras dengan prinsip-prinsip yurisprudensi pidana. 

Melalui penerapan hukum pidana, pemerintah diberdayakan untuk memaksakan 

intervensi dalam berbagai aspek keberadaan sosial dan ekonomi, termasuk 

transportasi, kesehatan masyarakat, keamanan dalam berkerja, pengelolaan 

lingkungan, dan terkait lainnya.
3
 

                                                           
2
Rosana. Ellya, “Hukum dan Perkembangan,” Jurnal Trapis: Jurnal Teropong Aspirasi 

Politik Islam 9.1 (2013): 99–118. 
3
Sudaryono, “Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP,” 

(2017), hlm 14. 
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 Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang 

didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang seperti ekonomi, 

sosial, budaya, politik, dan hukum, sistem hukum di Indonesia pun turut 

beradaptasi. Perkembangan ini terlihat jelas dalam semakin kompleksnya jenis-

jenis tindak pidana yang muncul, yang semakin sulit untuk diungkap kebenaran 

materilnya. Untuk itu dibutuhkan inovasi dalam Hukum Acara Pidana agar sistem 

peradilan bisa lebih efektif dalam mengatasi tantangan ini. Kejahatan kini tidak 

hanya berkembang dengan metode yang lebih canggih, tetapi juga semakin 

terorganisir, sehingga alat-alat elektronik seperti Closed Circuit Television 

(CCTV) sering kali digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penyidikan, 

penuntutan, dan persidangan pidana. Penggunaan CCTV ini menjadi sangat 

penting dalam mendukung proses hukum di Indonesia, karena dapat memberikan 

bukti yang konkret dan akurat dalam setiap tahapan Hukum Acara Pidana.
4
 

 Penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga 

keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, 

potensi tindak kriminal dan perilaku sewenang-wenang dapat ditekan, sehingga 

masyarakat dapat hidup dalam rasa aman. Selain itu, penegakan hukum menjadi 

semakin penting mengingat fenomena kejahatan yang terus berkembang, baik 

dalam jumlah, kualitas, maupun kompleksitasnya. Kejahatan kini muncul dalam 

berbagai bentuk dan modus operandi yang semakin beragam, sehingga penegakan 

hukum harus mampu menanggapi perubahan ini untuk menjaga ketertiban dan 

keadilan di masyarakat. Kejahatan kini sulit diprediksi dari segi lokasi dan waktu 

                                                           
4
Raden Fidela Raissa Ramadhanti, Rahadi Wasi Bintoro, dan Alef Musyahadah Rahmah, 

“Kedudukan Kamera CCTV sebagai Alat Bukti di Persidangan terhadap Tindak Pidana Pencurian 

di Minimarket,” Soedirman Law Review 3, no. 1 (2021): 69–79. 
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karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangan 

penegakan hukum, penggunaan teknologi diakui sebagai alat bukti yang cukup 

kuat secara hukum, khususnya dalam bentuk alat bukti petunjuk.
5
 

 Setiap pelanggaran terhadap hukum yang terjadi dalam konteks sosial 

memerlukan bukti empiris untuk memastikan tindakan oleh tersangka pelaku. 

Bukti empiris menunjukkan kebenaran terjadinya peristiwa kriminal, sehingga 

mewajibkan individu yang dituduh melakukan tindakan semacam itu untuk 

bertanggung jawab atas tindakan mereka.
6
 

 Pembuktian adalah proses penting di dalam sistem hukum, dimana alat-

alat bukti digunakan dan disusun sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam 

hukum acara yang berlaku. Sistem pembuktian mengatur jenis-jenis alat bukti 

yang dapat digunakan untuk membuktikan tindakan yang didakwakan, yang 

merupakan langkah penting dalam proses pidana. Di Indonesia sistem pembuktian 

dalam perkara pidana mengikuti prinsip pembuktian yang didasarkan pada 

Undang-Undang secara negatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Hal 

ini mengharuskan penggunaan minimal dua alat bukti yang sah untuk memastikan 

bahwa hakim dapat yakin tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti 

bersalah. Dengan demikian, sistem pembuktian ini bertujuan untuk memastikan 

                                                           
5
Rivaldo Valini, “Analisis Eksistensi Closed Circuit Television (CCTV) Pada Pembuktian 

Perkara Tindak Pidana Umum,”Cepalo 1, no. 1 (2019): 11, 

https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1751. 
6
Darwan Prinst, “Hukum Acara Pidana Dalam Praktik,” Djambatan, Jakarta (1998), hlm 

20. 



5 
 

 

keadilan dengan memberikan dasar yang jelas dan kuat bagi keputusan hukum 

yang diambil.
7
  

Alat Bukti adalah alat berkaitan dengan pelanggaran pidana, dimana 

instrumen ini dapat berfungsi pembuktian untuk menunjukkan terjadinya tindak 

pidana.
8
  Ketentuan tentang bukti yang dapat diterima sebagaimana digambarkan 

dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) menetapkan 

bahwa bentuk bukti yang dapat diterima meliputi keterangan saksi, keterangan 

ahli, surat, petunjuk, dan pernyataan yang dibuat oleh terdakwa. Dalam kerangka 

pembuktian prosedur pidana yang menganut sistem hukum negatif, hanya bentuk-

bentuk bukti yang diakui sah berdasarkan hukum yang diizinkan untuk 

pembuktian. Akibatnya, materi atau bentuk bukti apa pun yang berada di luar 

kriteria yang ditentukan ini dianggap tidak dapat diterima sebagai alat pembuktian 

yang sah.
9
 

 Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa petunjuk merupakan salah satu 

alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Dalam hal ini rekaman CCTV dapat 

dianggap sebagai petunjuk karena memberikan informasi visual yang relevan dan 

langsung berkaitan dengan peristiwa yang terjadi Sebagai alat bukti, CCTV dapat 

digunakan untuk mengungkapkan kebenaran suatu fakta dalam perkara pidana, 

dengan menunjukkan secara konkret kejadian yang terjadi, yang memperkuat 

bukti lainnya dalam proses pembuktian. Dengan demikian CCTV berfungsi 

                                                           
7
Susanti Ante, “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana,” Lex Crimen 

II, no. 2 (2013): 98–104. 
8
 Rachmad Abduh, “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik 

Medis,” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2021): 221–33. 
9
Martiman Prodjohamidjojo, “Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti,” Sinar Grafika, 

Jakarta (2008), hlm 35. 



6 
 

 

sebagai petunjuk yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, 

memberikan kontribusi penting dalam mencari keadilan.
10

 

 Kemajuan teknologi melahirkan transformasi dalam berbagai  keberadaan 

manusia, yang mencakup dimensi sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukum 

kehidupan. Bersamaan dengan itu, evolusi kegiatan pengawasan, terutama dalam 

memantau lokasi geografis atau fasilitas yang berhubungan dengan keselamatan, 

memanfaatkan peningkatan kecanggihan teknologi digital, sehingga membantu 

aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi kegiatan kriminal, khususnya 

melalui pemanfaatan teknologi Closed Circuit Television (CCTV).
11

 

 Penggunaan kamera Closed Circuit Television (CCTV) telah menjadi 

solusi umum dalam meningkatkan keamanan dan pengawasan di berbagai 

lingkungan seperti ruang publik, perkantoran, dan tempat tinggal. CCTV 

berfungsi sebagai sistem perekaman yang dapat memantau aktivitas secara real-

time atau diputar ulang untuk keperluan penyelidikan. Ada beberapa alasan utama 

mengapa CCTV digunakan: 

1. Keamanan dan Pencegahan Kejahatan, CCTV membantu dalam 

pencegahan kejahatan seperti pencurian, perampokan, atau vandalisme 

karena kehadirannya bisa menghalangi tindakan kriminal. 

2. Pemantauan Jarak Jauh, Dengan teknologi terkini CCTV memungkinkan 

pemantauan jarak jauh melalui jaringan internet, sehingga pengguna dapat 

mengawasi tempat yang berbeda dari lokasi lain. 

                                                           
10

 M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP," Jakarta, 

Sinar Grafika, (2010), hlm 29. 
11

Krisna Pranata dkk, “Peranan Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai alat bukti 

dalam persidangan perkara pidana,”Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 (2019): No.2. 
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3. Pengumpulan Bukti, Dalam kasus kejahatan atau insiden, rekaman CCTV 

sering kali menjadi bukti kuat untuk investigasi dan proses hukum. 

4. Peningkatan Efisiensi Operasional, Di sektor bisnis, CCTV dapat 

memantau operasional secara real-time sehingga memungkinkan 

perusahaan meningkatkan produktivitas dan mencegah kecurangan 

internal. 

5. Pengawasan Lalu Lintas CCTV juga digunakan dalam pengaturan berlalu 

lintas, membantu pihak berwenang untuk mengatur kemacetan dan 

mendeteksi pelanggaran.
12

 

 Di ranah Closed Circuit Television (CCTV), rekaman video yang 

dihasilkan berfungsi sebagai alat bukti digital yang sangat penting dalam 

membuka dan mendalami proses peradilan, yang memerlukan penanganan yang 

cermat selama akuisisi rekaman video untuk memastikan integritas dan 

keasliannya dipertahankan. Dalam kasus tertentu yang melibatkan pengawasan 

CCTV, ada berbagai dugaan mengenai penerimaan rekaman CCTV sebagai bukti 

digital. Akibatnya, sistem CCTV memainkan peran penting dalam menangkap 

peristiwa kritis atau menunjukkan keterlibatan individu dalam subjek 

penyelidikan yang sedang berlangsung. 

 Kasus pencurian yang kerap terjadi belakangan ini merupakan salah satu 

jenis kejahatan. Pencurian adalah tindakan mengambil atau menguasai harta 

benda milik orang lain secara melawan hukum, tanpa izin atau persetujuan 

pemiliknya, dengan tujuan untuk memiliki dan menguasainya secara permanen. 

                                                           
12

A. Gill, M., & Spriggs, “Assessing the impact of CCTV on crime. Crime Prevention & 

Community Safety” 7(4) (2005): 27–32. 
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Tindakan ini dikategorikan sebagai kejahatan dan diatur dalam berbagai undang-

undang di seluruh dunia. Pencurian dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti 

pencurian kecil (shoplifting), perampokan bersenjata, pencurian kendaraan, 

hingga pencurian dunia maya yang melibatkan data atau aset digital. Kejahatan ini 

menimbulkan kerugian finansial bagi korban dan sering kali berdampak pada rasa 

aman masyarakat. 

 Adapun contoh kasus tindak pidana pencurian yang terekam oleh kamera 

CCTV dapat dijelaskan melalui putusan majelis hakim Pengadilan Negeri 

Palembang dengan Nomor 877/Pid.B/2024/PN.Plg. Dalam kasus ini, Dofi 

Apriansyah Bin Marjani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana pencurisn. Pembuktian terhadap tindakan pelaku berhasil dilakukan 

berkat rekaman dari kamera CCTV milik warga sekitar lokasi kejadian, yang 

menjadi alat bukti yang kuat dalam proses peradilan. Tindak pidana yang 

dilakukan oleh pelaku tersebut diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan 

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang mengatur tentang pencurian dengan 

pemberatan. 

 Pada hari Rabu, 24 April 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB, bertempat di Jl. 

Kol. H. Burlian KM. 6,5 Dealer Astra Motor Sukarami Kota Palembang. Berawal 

dari Saksi Sandia memarkirkan 1 unit motor honda tiger warna merah hitam tahun 

2022 BG 6922 RU An. Sandia di Dealer Honda Astra Motor Sukarami untuk 

bekerja mengantarkan pesanan sepeda motor di tempat konsumen bersama teman 

saksi korban yaitu Saksi Syamsul lalu masih pada hari dan tanggal yang sama 

sekitar Pukul 23.00 WIB saat terdakwa dan Sdr. Adi hendak ke KM. 5 dengan 
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berjalan kaki saat terdakwa dan Sdr. Adi berada di Jl. Kol. H. Burlian depan 

Dealer Astra di KM 6,5 terdakwa melihat ada 1 unit motor honda tiger warna 

merah hitam tahun 2022 BG 6922 RU An. Sandia yang berada di halaman depan 

dealer motor tersebut namun pintu dealer motor sudah tutup kemudian Sdr. Adi 

mengajak mengambil motor tersebut dengan keadaan di sepeda motor tersebut 

tidak dikunci stang lalu terdakwa mencabut obeng yang terpasang di cakram 

motor tersebut setelah itu terdakwa dan Sdr. Adi mendorong motor tersebut ke 

pinggir jalan lalu Sdr. Adi memutus kabel kontak motor dan menyambungnya 

kembali sehingga motor tersebut dapat hidup lalu terdakwa dan Sdr. Adi  pergi ke 

daerah Kertapati ke rumah teman Sdr. Adi untuk menjual motor tersebut namun 

belum bertemu, keesokan harinya Sdr.Adi membawa motor tersebut ke daerah 

Kertapati saat disana bertemu dengan Sdr. Bambang untuk meminta bantuan 

menjualkan motor tersebut dan Sdr. Bambang mengajak menemui seseorang yang 

sedang berjualan buah di depan Stasiun Kertapati, untuk menjual sepeda motor 

dari hasil curian tersebut seharga Rp. 1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) 

setelah mendapatkan uang hasil menjual motor tersebut terdakwa memberikan 

uang sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Bambang dan 

membagi uang tersebut masing-masing Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) 

kepada sdr. Agus dan sisanya untuk membeli makanan dan rokok, kemudian uang 

yang terdakwa dapatkan sekarang habis untuk bermain judi slot. 

 Kemudian pada Rabu tanggal 22 Mei 2024 terdakwa diamankan oleh 

Saksi Agus bersama rekan anggota polisi lainnya yaitu Sdr. Mirlan, Sdr. Hendra 

dan Sdr. Melki yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sukarami 
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Palembang, untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek 

Sukarami Palembang untuk langkah selanjunya. 

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Adi dan Sdr. Bambang 

telah mengakibatkan Saksi korban Sandia mengalami kerugian sebesar  

Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. 

Judul skripsi ini diambil karena semakin pentingnya peran teknologi, 

khususnya  CCTV, dalam sistem hukum di Indonesia. Penulis tertarik untuk 

menggali lebih dalam topik ini dan menganalisis bagaimana teknologi dapat 

berkontribusi dalam proses peradilan. Melalui analisis yang dilakukan, diharapkan 

skripsi ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum 

serta meningkatkan praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam pemanfaatan 

alat bukti elektronik. 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, penulis 

berencana untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam yang akan 

dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul. “ANALISIS YURIDIS 

TERHADAP PENERAPAN REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION 

(CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK 

PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PUTUSAN 

NOMOR 877/PID.B/2024/PN.PLG)”  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang 

diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Penerapan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) 

sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor (Studi Putusan PN Palembang Nomor 877/Pid.B/2024/PN.Plg)? 

2. Apa Saja kendala Hakim terhadap rekaman Closed Circuit Television 

(CCTV) sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor (Studi Putusan PN Palembang Nomor 

877/Pid.B/2024/PN.Plg)? 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian dalam hukum pidana yang  

membahas tentang Bagaimana mekanisme Penerapan rekaman Closed Circuit 

Television (CCTV) sebagai alat bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor (Studi Putusan PN Palembang Nomor 

877/Pid.B/2024/PN.Plg). Ruang lingkup pada penelitian ini hanya berpusat 

kepada Penerapan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti 

petunjuk dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor (Studi Putusan PN Palembang Nomor 877/Pid.B/2024/PN.Plg). 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Menganalisis secara yuridis penerapan rekaman Closed Circuit Television 

(CCTV) sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor (Studi Putusan PN Nomor 877/Pid.B/2024/PN.Plg) 

2. Mengetahui dan menjelaskan Kendala Hakim terhadap rekaman Closed 

Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak 

pidana prncurian kendaraan bermotor (Studi Putusan PN Nomor 

877/Pid.B/2024/PN.Plg). 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a) Menambah liberatur hukum mengenai penggunaan rekaman CCTV 

sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian. 

b) Memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum pidana, 

khususnya dalam konteks pembuktian di pengadilan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Memberikan pemahaman untuk para praktisi hukum, khususnya hakim, 

jaksa, dan pengacara mengenai kekuatan dan batasan rekaman CCTV 

sebagai alat bukti. 

b) Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang 

terlibat dalam proses peradilan pidana terkait penggunaan rekaman CCTV. 
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E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan suatu struktur yang menjelaskan hubungan 

antara berbagai konsep dalam suatu penelitian. Berikut adalah kerangka 

konseptual yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Analisis Yuridis adalah suatu pendekatan yang sangat penting dalam 

memahami, menganalisis, dan menilai berbagai aspek hukum yang relevan 

dengan suatu permasalahan.
13

 

2. Penerapan adalah merujuk pada upaya yang dilakukan, baik oleh individu 

maupun kelompok, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
14

 

3. Rekaman adalah hasil dari proses perekaman, di mana suara, gambar, data 

lainnya ditangkap dan disismpan menggunakan alat atau teknologi 

tertentu.
15

 

4. Closed Circuit Television (CCTV) adalah peralatan teknologi yang mampu 

menyampaikan data transmisi video ke lokasi yang ditentukan, yang 

dipasang di lingkungan tertentu, seperti pengaturan dalam ruangan, untuk 

tujuan pengamatan waktu nyata.
16

 

                                                           
13

 Arief Munandar, “Analisis Yuridis terhadap peran rekaman CCTV sebagai bukti dalam 

kasus pidana”, Jurnal Hukum Pidana, Vol. 12, No. 1 (2023). 
14

 Maria Kristina, “Penerapan Metode Primavista Bagi Mahasiswa Praktek Instrumen 

Mayor (Pim) Vi Piano Di Jurusan Pendidikan Seni Musik,” Makalah Workshop UNY, 2012, 6–25. 
15

Rafii Fadillah, “Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Penggunaan Rekaman Video 

Dalam Perkara Tindak Pidana,” (2022). 
16

Bambang Hadiwijaya, Darjat, dan Ajub Ajulian Zahra, “Menggunakan Ip Camera,” 

Transient 3, no. 2 (2014): 231–36, 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:V8rG4wE3X30J:ejournal3.undip.ac.id/in

dex.php/transient/article/download/5525/5325+&cd=9&hl=id&ct=clnk&gl=id. 
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5. Alat Bukti adalah alat berkaitan dengan pelanggaran pidana, dimana 

instrumen ini dapat berfungsi pembuktian untuk menunjukkan terjadinya 

tindak pidana.
17

 

6. Pembuktian adalah titik paling kritis dalam proses peradilan, karena 

selama tahap inilah penentuan akan dibuat mengenai kesalahan terdakwa 

sehubungan dengan dugaan perilaku kriminal sebagaimana diartikulasikan 

oleh jaksa penuntut.
18

 

7. Tindak Pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang 

melanggar hukum, yang dapat mencakup kejahatan atau pelanggaran yang 

merugikan kesejahteraan orang lain atau mengancam kepentingan bersama 

dalam masyarakat.
19

 

8. Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara 

diam-diam tanpa izin dengan maksud untuk memiliki barang tersebut 

secara tidak sah. 

 

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

   Penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan oleh penulis dalam 

mengatasi topik permasalahan yang dipilih serta berfungsi sebagai referensi dalam 

penelitian ini. Berikut penelitian  

terdahulu yang relavan dengan penelitian ini: 

 

                                                           
17

Abduh, “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis.” 
18

B A B Iii, A Pengertian Pembuktian, dan Pengertian Pembuktian, “Depkidbud, Kamus 

Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka,1995), h. 151. 37,” n.d., 37–66. 
19

B A B Ii, “Tindak Pidana,” Moeljatno, (2009), 1–12. 
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TABEL 1.1 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

1. Bernadus 

Agung 

Budyatmika 

Skripsi 

(2023) 

Keabsahan 

Closed Circuit 

Television 

(CCTV) Sebagai 

alat bukti dalam 

proses 

pembuktian 

tindak pidana di 

persidangan. 

Hasil penelitian 

skripsi ini 

menunjukkan 

bahwa CCTV 

memiliki peran 

yang signifikan 

dalam mendukung 

proses 

pembuktian di 

persidangan, 

asalkan rekaman 

yang diajukan 

memenuhi standar 

hukum yang 

berlaku. 

Penelitian 

Bernadus ini 

berfokus pada 

prinsip-

prinsip dasar 

yang perlu 

diterapkan 

dalam 

pengadilan. 

Penelitian 

Bernadus dengan 

penelitian yang 

akan diteliti oleh 

peneliti memiliki 

kesamaan dalam 

membahas 

legalitas, 

prosedur 

pengumpulan 

bukti, integritas 

data, serta 

penerimaan 

CCTV sebagai 

alat bukti yang 

sah di 

pengadilan. 

2. Aldho Galih 

Pratama 

Skripsi 

(2018) 

Analisis 

kekuatan dan 

nilai pembuktian 

alat bukti 

elektronik 

berwujud CCTV 

(Closed Circuit 

Televisison) 

pasca putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Nomor 20/PUU-

XIV/2016 dalam 

Hukum Acara 

Pidana. 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa putusan 

Mahkamah 

Konstitusi telah 

membawa 

perubahan penting 

dalam penerimaan 

alat bukti 

elektronik dalam 

hukum pidana, 

memberikan dasar 

hukum yang lebih 

kuat untuk 

mengakui CCTV 

sebagai alat bukti 

yang sah dengan 

nilai pembuktian 

yang tinggi, jika 

prosedur 

pembuktiannya 

dapat 

dipertanggung 

jawabkan secara 

hukum. 

Penelitian 

Aldho ini 

berfokus pada 

dampak 

normatif dan 

perubahan 

hukum yang 

disebabkan 

oleh putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

terhadap 

penerimaan 

bukti 

elektronik 

dalam hukum 

acara pidana 

secara umum. 

Persamaan yang 

terdapat dalam 

penelitian Aldho 

dan penulis 

keduanya 

mengkaji 

Pengakuan 

CCTV sebagai 

bukti elektronik.  

3. Eksan Susanto 

Skripsi 

(2023) 

Eksistensi 

Closed Circuit 

Television 

(CCTV) sebagai 

alat bukti dalam 

pembuktian 

Hasil penelitian 

ini menyimpulkan 

bahwa eksistensi 

CCTV sebagai 

alat bukti dalam 

pembuktian 

Penelitian 

Eksan ini 

berfokus pada 

bagaimana 

CCTV 

digunakan 

Persamaan yang 

terdapat dalam 

penelitian Eksan 

dan penulis 

keduanya sama-

sama membahas 
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tindak pidana 

pemerasan 

dengan 

pengancaman 

(Studi Putusan 

Nomor 

81/Pid.B/2022/P

N.Plg).  

tindak pidana 

pemerasan dengan 

pengancaman 

sangat penting, 

terutama dalam 

mengungkapkan 

bukti-bukti yang 

mungkin sulit 

dibuktikan hanya 

dengan 

keterangan saksi 

atau bukti lainnya. 

dalam kasus 

konkret. 

suatu tindak 

pidana pada 

putusan 

pengadilan. 

 

  Analisa yang menjadi perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya ialah pada penelitian pertama Keabsahan Closed Circuit Television 

(CCTV) Sebagai alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana di persidangan 

membahas mengenai bahwa CCTV memiliki peran yang signifikan dalam 

mendukung proses pembuktian di persidangan, asalkan rekaman yang diajukan 

memenuhi standar hukum yang berlaku, penelitian kedua Analisis kekuatan dan 

nilai pembuktian alat bukti elektronik berwujud CCTV (Closed Circuit 

Televisison) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 

dalam Hukum Acara Pidana membahas mengenai bahwa putusan Mahkamah 

Konstitusi telah membawa perubahan penting dalam penerimaan alat bukti 

elektronik dalam hukum pidana, memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk 

mengakui CCTV sebagai alat bukti yang sah dengan nilai pembuktian yang tinggi, 

jika prosedur pembuktiannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dan 

judul ketiga Eksistensi Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti dalam 

pembuktian tindak pidana pemerasan dengan pengancaman (Studi Putusan Nomor 

81/Pid.B/2022/PN.Plg) membahas mengenai bahwa eksistensi CCTV sebagai alat 

bukti dalam pembuktian tindak pidana pemerasan dengan pengancaman sangat 
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penting, terutama dalam mengungkapkan bukti-bukti yang mungkin sulit 

dibuktikan hanya dengan keterangan saksi atau bukti lainnya. Sedangkan fokus 

penelitian ini membahas tentang Putusan 877/Pid.B/2024/PN.Plg, rekaman CCTV 

diakui sebagai alat bukti pendukung dalam perkara pencurian kendaraan bermotor 

setelah memenuhi syarat autentifikasi, integritas, relevansi, sehingga rekaman 

CCTV berfungsi sebagai alat bukti petunjuk yang memperkuat keterangan saksi 

dan alat bukti lain dalam menegakkan kepastian hukum. 

 

G. Metode Penelitian 

  Metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam mencapai 

tujuan penelitian. 
20

 Berikut adalah rincian metode yang digunakan: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, adalah jenis penelitian 

yang berfokus pada pengumpulan data langsung dari fenomena yang ada di 

lapangan melalui observasi, wawancara, eksperimen, atau survei. Deskriptif 

(menggambarkan) dan tidak bertujuan menguji hipotesa, penelitian ini  

bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang penerapan 

rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana. Penelitian ini 

juga bersifat analitis karena menganalisis putusan pengadilan, undang-

undang yang berlaku, serta liberatur hukum yang relavan untuk 

                                                           
20

 S. Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif", Kualitatif, dan R&D, Bandung, Alfabeta, 

(2023). 
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mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan 

hukum yang dibahas.
21

 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini terdapat dua macam sumber yaitu : 

a. Data Primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti 

dari sumber pertamanya untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini 

diperoleh melalui metode seperti survei, eksperimen, wawancara, atau 

observasi. 

b. Data Sekunder adalah segala informasi yang telah dikumpulkan, sesuai 

fakta dan realitas yang relevan dengan penelitian, namun tidak secara 

langsung, atau bahan pendukung yang relevan dengan data primer.
22

 Yang 

terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum yang bersifat otentik dan 

mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Bahan hukum ini terdiri 

dari peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dan Putusan Hakim Nomor 877/Pid.B/2024/PN.Plg. 
23

 

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan, analisis, atau bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri 

dari jurnal ilmiah, artikel, buku-buku, wawancara, hasil penelitian, 

                                                           
21

 Juhnny Ibrahim Jonandi Effendi, “Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,” 

Depok, Prenandamedia Group, 2018, hlm 149. 
22

 B Bungin, “Metedologi Penelitian Kualitatif", Jakarta, Rajawali Press, (2017). 
23

 S. Mertokusumo, “Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 

(2022). 
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makalah, dan sumber sumber data lainnya yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti.
24

 

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan 

hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus bahasa, dan 

sumber lainnya.
25

 

1. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan melalui metode: 

a. Studi Kepustakaan untuk memperoleh data yang komprehensif, peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data dengan mencari dan mengkaji 

teori, serta menganalisis dokumen, artikel, jurnal ilmiah, dan makalah 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Studi Lapangan yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan 

observasi dan wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri 

Palembang. 

2. Analisis Data 

 Pengolahan data dilakukan secara kualitatif digunakan untuk menganalisis 

aspek normatif atau yuridis melalui metode deskriptif. Metode ini 

menggambarkan dan mengaitkannya satu sama lain untuk menghasilkan 

kesimpulan yang bersifat umum.  
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H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang 

Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, 

Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, serta 

Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas landasan teori dan konsep yang terkait dengan 

objek penelitian, termasuk: Tinjauan umum tentang Tindak Pidana 

Pencurian, Pembuktian, Alat Bukti, dan Closed Circuit Television 

(CCTV). 

BAB III PEMBAHASAN 

 Bab ini memuat pembahasan dan hasil penelitian yang telah 

dilakukan mengenai analisis tentang Analisis yuridis terhadap 

penerapan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat 

bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor 

(Studi Putusan PN Palembang Nomor 877/PID.B/2024/PN.Plg). 

Selain itu, akan dibahas juga Kendala Hakim terhadap rekaman 

Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti dalam 

pembuktian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi 

Putusan PN Palembang Nomor 877/PID.B/2024/PN.Plg). 
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BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil 

pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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